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ABSTRAK 

 

Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 Tentang 

Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Di PT Pupuk 

Indonesia (Persero) 

Dody Samsudin 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 

Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi di PT 

Pupuk Indonesia (Persero) dengan fokus pada mekanisme subsidi pupuk cost based 

melalui pendekatan allowed cost dan non-allowed cost, serta perumusan 

rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan desain dan implementasinya. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui studi dokumentasi, telaah regulasi, laporan audit, data 

korporasi, dan literatur yang relevan, sedangkan analisis dilakukan menggunakan 

kerangka implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier yang meliputi 

tractability of the problems, ability of statute to structure implementation, non-

statutory variables, dan stages in the implementation process. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi Permentan Nomor 28 Tahun 2020 belum 

berjalan optimal karena masih terdapat multitafsir antara regulator, operator, dan 

auditor atas beberapa komponen biaya dalam HPP pupuk bersubsidi, yang 

berdampak pada koreksi HPP yang berulang, timbulnya utang subsidi pemerintah, 

penggunaan Kredit Modal Kerja oleh PT Pupuk Indonesia, serta beban bunga 

tambahan. Penelitian ini juga menemukan bahwa skema cost based relatif mampu 

menjaga keberlangsungan penugasan public service obligation (PSO), namun 

belum cukup kuat mendorong efisiensi internal BUMN pupuk, sedangkan skema 

Mark to Market menawarkan transparansi yang lebih tinggi tetapi berisiko 

menimbulkan volatilitas subsidi dan tekanan fiskal yang besar ketika harga pupuk 

global meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa model 

subsidi pupuk yang paling sesuai bagi Indonesia bukanlah cost based murni 

maupun Mark to Market murni, melainkan model hibrida yang tetap menjamin 

pemulihan biaya wajar BUMN pupuk, lebih disiplin dalam pengendalian biaya, 

lebih adaptif terhadap dinamika harga pasar, dan tetap menjaga keberlanjutan fiskal 

negara, sehingga direkomendasikan penyempurnaan regulasi, penyusunan 

pedoman interpretasi bersama antar lembaga, penguatan koordinasi, serta 

pengembangan formula subsidi transisional yang dilengkapi pengaman fiskal. 

 

Kata kunci: implementasi kebijakan, subsidi pupuk, cost based, Mark to Market, 

HPP, HET, PT Pupuk Indonesia. 
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ABSTRAK 

 

Implementation of the Minister of Agriculture Regulation Number 28 of 2020 

concerning the Components of the Cost of Goods Sold of Subsidized Fertilizer 

at PT Pupuk Indonesia (Persero) 

Dody Samsudin 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

This study analyzes the implementation of Minister of Agriculture Regulation 

Number 28 of 2020 concerning the Components of the Cost of Goods Sold of 

Subsidized Fertilizer at PT Pupuk Indonesia (Persero), focusing on the Cost-Based 

fertilizer subsidy mechanism through the allowed cost and non-allowed cost 

approaches and on policy recommendations to improve its design and 

implementation. The study uses a descriptive qualitative approach with data 

collection techniques through documentation studies, regulatory reviews, audit 

reports, corporate data, and relevant literature, while the analysis is carried out 

using the Mazmanian and Sabatier policy implementation framework, which 

includes tractability of the problems, the ability of statute to structure 

implementation, non-statutory variables, and stages in the implementation process. 

The results indicate that the implementation of Permentan Number 28 of 2020 has 

not run optimally because multiple interpretations remain among regulators, 

operators, and auditors regarding several cost components in the HPP of 

subsidized fertilizer, which affects repeated corrections to the HPP, the emergence 

of government subsidy debt, the use of Working Capital Credit by PT Pupuk 

Indonesia, and additional interest expenses. This study also finds that the Cost-

Based scheme is relatively effective at maintaining the sustainability of public 

service obligation (PSO) assignments, but is not strong enough to encourage 

internal efficiency within fertilizer SOEs, whereas the mark-to-market scheme 

offers higher transparency but risks subsidy volatility and large fiscal pressures 

when global fertilizer prices increase. Therefore, the study concludes that the most 

appropriate fertilizer subsidy model for Indonesia is neither pure Cost-Based nor 

pure mark-to-market, but a hybrid model that still ensures reasonable cost recovery 

for fertilizer SOEs, is more disciplined in cost control, is more adaptive to market 

price dynamics, and still maintains the country's fiscal sustainability. Accordingly, 

the study recommends improving regulations, developing joint interpretation 

guidelines between institutions, strengthening coordination, and developing a 

transitional subsidy formula equipped with fiscal safeguards. 

Keywords: policy implementation, fertilizer subsidies, cost based, Mark to Market, 

HPP, HET, PT Pupuk Indonesia
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang memiliki posisi sangat 

penting dalampembangunan pertanian karena berpengaruh langsung terhadap 

produktivitas lahan,intensitas tanam, dan kesinambungan produksi pangan. Dalam 

konteks negara agraris sepertiIndonesia, pupuk tidak hanya dipahami sebagai input 

teknis budi daya, tetapi juga sebagaibagian dari instrumen kebijakan yang berkaitan 

dengan perlindungan petani, stabilitasproduksi pertanian, dan ketahanan pangan 

nasional. Ketersediaan pupuk dalam jumlah yangcukup, mutu yang sesuai, waktu 

yang tepat, dan harga yang terjangkau menjadi prasyaratpenting bagi keberhasilan 

pembangunan pertanian. 

Pertanian hingga saat ini masih memegang peranan penting dalam struktur 

pembangunannasional. Selain menjadi penyedia bahan pangan, sektor ini juga 

menjadi sumber penghidupanbagi sebagian besar masyarakat perdesaan dan 

berkontribusi terhadap stabilitas sosialekonomi. Karena itu, berbagai kebijakan 

pemerintah di bidang pertanian pada dasarnyadiarahkan tidak hanya untuk 

meningkatkan produksi, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan usaha tani dan 

kemampuan petani dalam mengakses sarana produksi. Dalam hubungan 

itulahpupuk memperoleh posisi strategis, sebab keberadaan pupuk sangat 

memengaruhikemampuan petani untuk mempertahankan tingkat produktivitas 

lahan dan hasil panen. 

Kebijakan pupuk bersubsidi lahir dari kebutuhan untuk menjaga agar pupuk 

tetap dapatdiakses oleh petani dengan harga yang terjangkau. Bagi petani, 

khususnya petani skala kecil,biaya pupuk merupakan salah satu komponen penting 

dalam struktur biaya usaha tani. Tanpadukungan kebijakan yang memadai, harga 

pupuk yang mengikuti sepenuhnya mekanismepasar berpotensi menekan daya beli 

petani dan pada akhirnya memengaruhi penggunaanpupuk di tingkat usaha tani. 
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Dalam kondisi demikian, negara berkepentingan untuk hadir melalui kebijakan 

subsidi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara 

kepentinganproduktivitas pertanian dan keterjangkauan input produksi bagi petani. 

Dalam kerangka hukum nasional, posisi subsidi pupuk sebagai bagian dari 

perlindungan petani telah memperoleh dasar yang cukup kuat. Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2013 menempatkan penyediaan sarana produksi pertanian yang 

tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau sebagai bagian dari perlindungan 

kepada petani. Selanjutnya, tata kelola pupuk bersubsidi juga diarahkan untuk 

mendukung pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam rangka mencapai 

ketahanan pangan. Dengan demikian, pupuk bersubsidi tidak semata-mata 

diposisikan sebagai kebijakan fiskal, melainkan sebagai bagian dari kebijakan 

pembangunan pertanian yang lebih luas. 

Perjalanan kebijakan subsidi pupuk di Indonesia menunjukkan bahwa 

kebijakan ini terus mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan pembangunan, kapasitas fiskal negara, serta perubahan tata kelola 

pemerintahan. Pada tahap awal, subsidi pupuk terutama diposisikan sebagai 

instrumen untuk mendukung intensifikasi pertanian dan peningkatan produksi 

pangan. Dalam perkembangan berikutnya, perhatian kebijakan tidak hanya tertuju 

pada besarnya dukungan pemerintah, tetapi juga pada ketepatan sasaran, efisiensi 

anggaran, akuntabilitas pembiayaan, serta hubungan kelembagaan antara 

pemerintah, pelaksana kebijakan, dan sistem pengawasan negara. Perkembangan 

ini menunjukkan bahwa subsidi pupuk semakin dipahami sebagai kebijakan publik 

yang memerlukan tata kelola yang cermat dan berkelanjutan. 

Karakter tata kelola subsidi pupuk di Indonesia memiliki kekhasan 

tersendiri karena sangat bergantung pada peran badan usaha milik negara, 

khususnya PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta entitas anak usahanya. Dalam 

pelaksanaan kebijakan, perusahaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai produsen 

pupuk, tetapi juga sebagai pelaksana penugasan pelayanan public untuk menjamin 

tersedianya pupuk bersubsidi sampai ke titik distribusi yang telah ditetapkan 
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pemerintah. Pada saat yang sama, perusahaan juga tetap berada dalam kerangka 

korporasi yang dituntut sehat secara keuangan, efisien secara operasional, dan 

mampu menjaga keberlanjutan industri pupuk nasional. Posisi yang demikian 

menjadikan kebijakan subsidi pupuk tidak dapat dilepaskan dari relasi antara tujuan 

publik dan keberlanjutan korporasi pelaksana. 

Kebijakan subsidi pupuk menjadi semakin penting untuk dikaji karena 

berada pada persimpangan antara beberapa kepentingan besar. Di satu sisi, 

kebijakan ini ditujukan untuk menjaga keterjangkauan pupuk bagi petani agar 

produktivitas pertanian dapat dipertahankan. Di sisi lain, kebijakan ini juga harus 

disusun sedemikian rupa agar tidak melemahkan kesehatan korporasi BUMN 

pupuk yang menjalankan penugasan publik. Di luar itu, subsidi pupuk juga 

menyangkut penggunaan sumber daya fiskal negara, sehingga pelaksanaannya 

harus memiliki dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

administratif, ekonomi, dan hukum. Dengan demikian, desain subsidi pupuk tidak 

hanya menyangkut berapa besar subsidi diberikan, tetapi juga bagaimana subsidi 

dihitung, dibayarkan, dan dipertanggungjawabkan dalam kerangka tata kelola 

pemerintahan. 

Dalam praktik kebijakan yang berlaku, subsidi pupuk di Indonesia pada 

dasarnya menggunakan pendekatan cost based. Melalui pendekatan ini, besaran 

subsidi dihitung berdasarkan selisih antara Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk 

bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, 

kemudian dikalikan dengan volume penyaluran. Pola ini menunjukkan bahwa dasar 

penghitungan subsidi terletak pada biaya penyediaan pupuk bersubsidi. Oleh karena 

itu, kejelasan mengenai komponen biaya yang membentuk HPP menjadi sangat 

penting dalam keseluruhan mekanisme subsidi. 

Pendekatan cost based memiliki rasionalitas kebijakan yang cukup kuat. 

Dalam skema ini, negara pada dasarnya berusaha menjamin agar penugasan 

penyediaan pupuk bersubsidi tetap dapat dijalankan oleh operator melalui 

mekanisme penggantian biaya yang timbul dari kewajiban tersebut. Logika 



9 
 

dasarnya adalah bahwa ketika negara menetapkan harga jual pupuk pada tingkat 

tertentu demi menjaga keterjangkauan bagi petani, maka negara perlu menyediakan 

mekanisme kompensasi atas selisih biaya yang muncul. Dengan demikian, subsidi 

berfungsi sebagai instrumen untuk menjembatani kebutuhan perlindungan petani 

dengan keberlanjutan penyediaan pupuk oleh operator. 

Kebutuhan akan dasar penghitungan biaya yang jelas mendorong 

pemerintah untuk menata komponen HPP pupuk bersubsidi secara lebih terstruktur. 

Dalam konteks inilah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi memperoleh arti penting. 

Regulasi tersebut mengatur komponen biaya yang dapat dibebankan dan yang tidak 

dapat dibebankan dalam perhitungan HPP pupuk bersubsidi. Secara kebijakan, 

pengaturan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan 

bahwa pembayaran subsidi dilakukan atas dasar komponen biaya yang relevan, 

wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Kehadiran pengaturan mengenai komponen HPP menunjukkan bahwa tata 

kelola subsidi pupuk tidak cukup hanya ditopang oleh niat untuk membantu petani, 

tetapi juga memerlukan kerangka administrasi yang presisi. Dalam kebijakan yang 

berbasis biaya, ketepatan penghitungan menjadi aspek yang sangat menentukan 

karena menjadi dasar bagi pembayaran subsidi dari APBN. Oleh sebab itu, 

pengaturan mengenai komponen biaya memiliki arti penting tidak hanya bagi 

kepastian administrasi, tetapi juga bagi kualitas tata kelola kebijakan secara 

keseluruhan. Kejelasan komponen biaya akan memengaruhi konsistensi 

pelaksanaan kebijakan, kepastian hubungan antara regulator dan operator, serta 

akuntabilitas penggunaan anggaran negara. 

Pada saat yang sama, kebijakan subsidi pupuk juga berada dalam 

lingkungan kelembagaan yang melibatkan lebih dari satu aktor. Pemerintah 

berperan sebagai perumus dan pengendali kebijakan, BUMN pupuk berperan 

sebagai operator pelaksana, sedangkan sistem pengawasan negara memiliki fungsi 

untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai ketentuan. Dalam 
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tata kelola seperti ini, kualitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh 

kejelasan norma, kesamaan pemahaman atas aturan, dan konsistensi penerapannya 

di lapangan. Karena itu, regulasi tentang komponen HPP bukan sekadar dokumen 

administratif, melainkan bagian dari desain hubungan kelembagaan dalam 

pelaksanaan subsidi pupuk. 

Kajian terhadap kebijakan ini menjadi semakin relevan karena subsidi 

pupuk berada dalam sektor yang sangat dinamis. Industri pupuk sangat dipengaruhi 

oleh harga bahan baku, energi, kondisi teknologi pabrik, biaya distribusi, serta 

kebutuhan investasi untuk menjaga keberlanjutan produksi. Dalam waktu yang 

bersamaan, kebijakan pupuk bersubsidi harus menjaga agar pupuk tetap tersedia 

bagi petani pada harga yang telah ditentukan pemerintah. Situasi ini menjadikan 

kebijakan subsidi pupuk berada dalam ruang yang menuntut keseimbangan antara 

kebutuhan sosial, kebutuhan operasional, dan tanggung jawab fiskal Negara. 

Dari perspektif pembangunan, kebijakan subsidi pupuk juga tidak dapat 

dilepaskan dari tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. 

Penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar menuntut adanya pengaturan 

yang semakin jelas, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut penting agar subsidi 

tidak hanya hadir sebagai bentuk intervensi negara, tetapi juga sebagai kebijakan 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan memberi hasil yang 

sesuai dengan tujuan pembangunan pertanian. Dalam konteks itu, pengaturan 

komponen HPP pupuk bersubsidi melalui Permentan Nomor 28 Tahun 2020 

menjadi bagian penting dari proses penataan kebijakan subsidi pupuk ke arah tata 

kelola yang lebih baik. 

Selain itu, kebijakan subsidi pupuk juga perlu dibaca dalam konteks 

perubahan orientasi kebijakan publik yang semakin menekankan efisiensi, 

transparansi, dan keberlanjutan. Di masa lalu, perhatian terhadap subsidi sering 

lebih banyak tertuju pada seberapa besar dukungan negara yang diberikan kepada 

sektor pertanian. Namun dalam perkembangan tata kelola modern, fokus tersebut 

semakin bergeser pada bagaimana dukungan itu dirancang agar tepat guna, terukur, 
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dan tidak menimbulkan distorsi yang tidak perlu. Perubahan cara pandang ini 

menempatkan aspek implementasi kebijakan sebagai bagian yang sangat penting, 

sebab kualitas kebijakan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh rumusan 

normanya, tetapi juga oleh cara kebijakan itu dijalankan. 

Dalam bidang pertanian, implementasi kebijakan memiliki arti yang sangat 

penting karena kebijakan yang dirancang di tingkat pusat pada akhirnya harus 

bekerja dalam jaringan kelembagaan yang luas, mulai dari kementerian, BUMN 

pelaksana, hingga sistem distribusi dan pengawasan. Kebijakan subsidi pupuk 

merupakan salah satu contoh nyata bahwa keberhasilan tujuan kebijakan sangat 

bergantung pada kemampuan sistem administrasi untuk menerjemahkan aturan ke 

dalam praktik. Oleh sebab itu, pengkajian terhadap implementasi Permentan Nomor 

28 Tahun 2020 tidak hanya relevan dari sisi substansi pupuk bersubsidi, tetapi juga 

dari sisi administrasi publik, karena menyangkut bagaimana kebijakan dijalankan 

dalam hubungan antar lembaga yang kompleks. 

Secara akademik, kajian mengenai subsidi pupuk selama ini lebih banyak 

menyoroti aspek dampak subsidi terhadap produktivitas, pendapatan petani, 

distribusi, atau ketepatan sasaran. Kajian semacam itu tentu penting, tetapi belum 

sepenuhnya menjelaskan bagaimana kebijakan subsidi dibangun dan dijalankan 

pada tingkat implementasi, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan 

komponen biaya dalam mekanisme HPP. Padahal, dalam kebijakan Cost-base 

seperti subsidi pupuk, aspek implementasi memiliki posisi yang sangat penting 

karena menjadi titik temu antara aturan, organisasi pelaksana, dan penggunaan 

anggaran Negara. Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi Permentan 

Nomor 28 Tahun 2020 memiliki nilai penting untuk memperkaya kajian kebijakan 

publik, khususnya pada area subsidi input pertanian dan tata kelola BUMN 

pelaksana kebijakan. 

Kajian ini juga memperoleh relevansi yang kuat karena berada dalam 

konteks diskusi yang lebih luas mengenai arah pembenahan kebijakan subsidi 

pupuk di Indonesia. Berbagai wacana pembaruan kebijakan pada dasarnya 
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menunjukkan bahwa subsidi pupuk masih dipandang penting, tetapi tata kelolanya 

perlu terus disempurnakan agar lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam 

situasi seperti ini, pemahaman yang mendalam terhadap implementasi kebijakan 

yang sedang berlaku menjadi sangat diperlukan. Pemahaman tersebut penting 

bukan hanya untuk menilai kinerja regulasi yang ada, tetapi juga untuk 

menyediakan dasar yang lebih kuat bagi pengembangan kebijakan di masa 

mendatang. 

Atas dasar itu, penelitian mengenai implementasi Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk 

Bersubsidi di PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi penting untuk dilakukan. 

Penelitian ini berada dalam ruang kajian yang mempertemukan isu perlindungan 

petani, tata kelola subsidi, keberlanjutan BUMN pupuk, dan akuntabilitas fiskal 

negara. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk berbasis HPP, 

khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan komponen biaya sebagai fondasi 

administrasi dari kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan subsidi pupuk di Indonesia saat ini menggunakan pola cost based 

yang menghitung besaran subsidi sebagai selisih antara Harga Pokok Penjualan 

(HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) dikalikan volume penyaluran, di mana 

HPP diatur melalui mekanisme allowed–non-allowed cost dalam Permentan 

Nomor 28 Tahun 2020. Pola ini secara normatif dimaksudkan untuk 

mengendalikan beban subsidi dan mencegah moral hazard, tetapi dalam praktik 

justru memunculkan berbagai persoalan. 

2. Implementasi Permentan Nomor 28 Tahun 2020 menimbulkan multitafsir 

antara Kementerian Pertanian sebagai regulator, PT Pupuk Indonesia (Persero) 
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sebagai BUMN operator, dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pemeriksa 

atas komponen biaya yang boleh dan tidak boleh dibebankan ke HPP pupuk 

bersubsidi. Multitafsir ini tercermin dalam koreksi HPP yang signifikan dan 

berulang setiap tahun.  

3. Koreksi atas perhitungan HPP mengakibatkan timbulnya utang subsidi 

pemerintah kepada BUMN operator, yang mendorong PT Pupuk Indonesia 

untuk menutup kekurangan kas melalui Kredit Modal Kerja (KMK). Hal ini 

menimbulkan beban bunga tambahan yang pada akhirnya kembali membebani 

keuangan negara serta mengindikasikan adanya siklus fiskal yang kurang sehat 

dalam pengelolaan subsidi pupuk cost based. 

4. Struktur biaya tetap PT Pupuk Indonesia, seperti biaya pegawai, depresiasi, 

pemeliharaan, dan administrasi umum, relatif tinggi dan penjualan perusahaan 

sangat bergantung pada produk pupuk bersubsidi. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa pola subsidi cost based berpotensi melemahkan insentif efisiensi dan 

menciptakan fenomena BUMN “dimanja”, karena risiko inefisiensi internal 

sebagian besar dialihkan kepada negara melalui skema subsidi. 

5. Sampai saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis 

implementasi kebijakan subsidi pupuk cost based dengan menitikberatkan 

pada mekanisme allowed–non-allowed cost dalam Permentan Nomor 28 Tahun 

2020, menggunakan kerangka implementasi kebijakan Mazmanian–Sabatier 

untuk menjelaskan mengapa terjadi multitafsir dan bagaimana dampaknya 

terhadap kinerja kebijakan serta efisiensi BUMN operator. 

C. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi di PT Pupuk 

Indonesia (Persero) dalam praktik kebijakan subsidi pupuk? 
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2. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk penyempurnaan Pola Subsidi di 

Indonesia? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi di PT Pupuk 

Indonesia (Persero). 

2. Merumuskan strategi penyempurnaan implementasi kebijakan subsidi pupuk di 

Indonesia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi 

kebijakan publik, khususnya pada kasus kebijakan subsidi input di sektor 

pertanian. 

b) Memperkaya literatur mengenai desain dan implementasi subsidi cost based 

di negara berkembang, dengan fokus pada mekanisme allowed–non-allowed 

cost dan dampaknya terhadap perilaku BUMN. 

2. Manfaat Praktis bagi Pemerintah 

a) Menjadi bahan masukan bagi Kementerian Pertanian, Kementerian 

Keuangan, dan kementerian/lembaga terkait dalam menyempurnakan 

Permentan Nomor 28 Tahun 2020 dan regulasi lainnya yang terkait dengan 

perhitungan HPP pupuk bersubsidi, sehingga mengurangi multitafsir, 

memperbaiki tata kelola HPP, dan menekan potensi moral hazard. 
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b) Memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada pembuat kebijakan 

mengenai hubungan antara desain subsidi cost based, struktur biaya BUMN 

operator, dan risiko fiskal, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan 

opsi reformasi kebijakan subsidi pupuk ke depan. 

3. Manfaat Praktis bagi PT Pupuk Indonesia (Persero) 

a) Memberikan umpan balik mengenai bagaimana struktur biaya dan praktik 

pembebanan biaya ke HPP dipersepsikan oleh regulator dan pemeriksa, serta 

di mana letak risiko dan kelemahannya. 

b) Mendorong PT Pupuk Indonesia untuk mengevaluasi kembali strategi 

efisiensi biaya dan ketergantungan terhadap subsidi, sejalan dengan arah 

pembenahan kebijakan pemerintah di bidang pupuk bersubsidi. 

4. Manfaat Akademik dan Masyarakat 

a) Menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang tertarik pada 

kajian subsidi pertanian, kebijakan publik, dan tata kelola BUMN. 

b) Memberikan pemahaman yang lebih jernih kepada publik mengenai 

mengapa kebijakan subsidi pupuk cost based menimbulkan persoalan 

multitafsir dan beban fiskal, sehingga diskusi publik tentang subsidi dapat 

bergerak dari sekadar pro–kontra besaran anggaran ke arah perbaikan desain 

dan implementasi kebijakan yang lebih berkualitas. 
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Bab V 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis atas kebijakan subsidi pupuk bersubsidi, penelitian ini 

menunjukkan bahwa pupuk bersubsidi tetap merupakan instrumen penting dalam 

mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Kerangka 

regulasi nasional menempatkan pupuk bersubsidi sebagai bagian dari kebijakan 

pemerintah untuk menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian yang tepat 

waktu, tepat mutu, dan dengan harga terjangkau bagi petani, sehingga secara 

normatif keberadaan subsidi pupuk masih relevan untuk dipertahankan. 

Namun dalam pelaksanaan masih terdapat berbagai permasalahan, diantaranya: 

1. Pola subsidi cost-based dan insentif biaya: 

a) Implementasi pola subsidi cost-based menjadikan HPP sebagai basis utama 

penentuan subsidi, namun dalam praktiknya menimbulkan insentif yang 

lemah terhadap efisiensi biaya di lingkungan BUMN pupuk; 

b) Terdapat kecenderungan operator untuk memasukkan sebanyak mungkin 

komponen biaya ke dalam HPP, sehingga subsidi lebih berfungsi sebagai 

mekanisme penggantian biaya daripada instrumen pengendalian biaya dan 

efisiensi. 

2. Multitafsir komponen HPP dan tata Kelola: 

a) Permentan 28/2020 belum sepenuhnya menghilangkan multitafsir terhadap 

sejumlah pos biaya seperti biaya pegawai tertentu, depresiasi aset, 

perpindahan stok, produk samping, dan biaya bunga; 

b) Perbedaan penafsiran antara Kementan, Kemenkeu, PT Pupuk Indonesia, 

dan aparat pengawas cenderung baru mengemuka pada tahap audit, bukan 

sejak tahap perhitungan HPP dan pengajuan subsidi, sehingga menimbulkan 

ketidakpastian tata kelola. 

3. Struktur biaya produksi dan ketergantungan pada subsidi: 
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a) Struktur biaya produksi pupuk, terutama pupuk urea dan NPK, sangat 

didominasi oleh komponen bahan baku dan energi yang dipengaruhi harga 

gas, harga bahan baku impor, dan usia pabrik yang tua, sehingga biaya 

cenderung tinggi dan sulit dikendalikan; 

b) Tingginya biaya tetap dan porsi penjualan subsidi yang besar membuat PT 

Pupuk Indonesia sangat sensitif terhadap subsidi, dengan ruang yang 

terbatas untuk melakukan penyesuaian struktural dan investasi efisiensi. 

4. Rendahnya pengembalian pada segmen subsidi dan stagnasi investasi: 

a) Tingkat pengembalian investasi (ROI) pada penugasan subsidi berada di 

bawah biaya modal (WACC), sehingga secara ekonomi penugasan subsidi 

kurang menarik bagi perusahaan untuk melakukan pembaruan aset dan 

revitalisasi pabrik. 

b) Kondisi tersebut berkontribusi pada stagnasi investasi, mempertahankan 

operasi pabrik yang tua dan kurang efisien, sekaligus memperkuat 

ketergantungan pada subsidi untuk menutup disparitas biaya. 

5. Distorsi perilaku produksi dan alokasi pasar: 

a) Dalam praktik terdapat kecenderungan pupuk dari pabrik yang relatif efisien 

lebih diarahkan ke pasar komersial, sedangkan pupuk dari pabrik yang 

kurang efisien lebih banyak dialokasikan ke segmen subsidi; 

b) Pola ini berimplikasi pada penggunaan subsidi tidak hanya sebagai 

instrumen perlindungan petani, tetapi juga sebagai penyangga bagi unit 

produksi yang memiliki struktur biaya lebih berat. 

6. Dampak fiskal dan risiko transisi mekanisme subsidi: 

a) Analisis menunjukkan bahwa transisi langsung ke pola mark to market 

berpotensi menimbulkan lonjakan kebutuhan subsidi yang sangat besar, 

sehingga menimbulkan risiko fiskal yang signifikan bagi APBN; 

b) Hal ini menegaskan bahwa perubahan mekanisme subsidi ke arah yang lebih 

sensitif terhadap harga pasar harus dilakukan secara bertahap dan disertai 

dengan desain pengaman fiskal yang memadai. 

7. Implikasi terhadap tujuan kebijakan subsidi pupuk: 
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a) Secara formal kebijakan subsidi pupuk masih mampu menjaga 

keberlangsungan program dan menyediakan pupuk bersubsidi bagi petani, 

namun cara kerja pola cost-based dalam praktik menimbulkan paradoks: 

menopang pelayanan publik sekaligus mengunci struktur biaya yang tinggi 

dan inefisiensi; 

b) Kombinasi kelemahan insentif efisiensi, multitafsir regulasi, dan 

ketergantungan pada subsidi menimbulkan keraguan terhadap keberlanjutan 

kebijakan subsidi pupuk dalam jangka panjang jika tidak dilakukan 

perbaikan desain dan implementasi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran, yaitu 

1. Perubahan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2020. 

Pada tahap ini, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Keuangan perlu 

memprioritaskan perbaikan tata kelola pola subsidi cost-based. Permentan 28 

Tahun 2020 perlu diperkuat melalui penajaman definisi terhadap pos-pos biaya 

yang selama ini menimbulkan multitafsir, seperti biaya pegawai tertentu, 

depresiasi aset, biaya perpindahan stok, perlakuan atas produk samping, dan 

biaya bunga. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis interpretasi yang 

disepakati bersama oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, PT 

Pupuk Indonesia, dan BPK, sehingga perbedaan tafsir dapat diminimalkan sejak 

tahap perhitungan HPP dan pengajuan subsidi, bukan hanya pada tahap audit. 

Dengan demikian, pola cost-based tidak lagi sekadar menjadi instrumen 

penggantian biaya, tetapi sekaligus menjadi instrumen tata kelola yang lebih 

pasti dan akuntabel. 

2. Penguatan insentif efisiensi dalam skema cost-based. 

Pada tahap ini, Kementerian Pertanian, Danantara selaku induk PT Pupuk 

Indonesia dan Kementerian Keuangan selaku bendahara Negara bersama PT 

Pupuk Indonesia perlu merancang insentif yang lebih kuat untuk mengaitkan 
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subsidi dengan kinerja biaya dan efisiensi BUMN pupuk. Langkah-langkah yang 

dapat dilakukan antara lain: 

a) menetapkan batas overhead yang dapat dikompensasikan dalam HPP 

subsidi;  

b) Melakukan benchmarking biaya antar pabrik;  

c) Menyusun indikator efisiensi energi yang terukur; dan  

d) melaksanakan evaluasi periodik terhadap struktur biaya yang diajukan ke 

dalam HPP subsidi.  

Dengan strategi ini, pola cost-based tidak hanya mempertahankan kelangsungan 

penugasan pelayanan publik (PSO), tetapi juga mulai diarahkan untuk 

mendorong penyesuaian struktural dan efisiensi internal BUMN pupuk. Tahap 

kedua ini bisa dengan tambahan Peraturan Menteri Pertanian tentang insentif 

efisiensi untuk pupuk bersubsidi. 

3. Pengenalan elemen harga pasar secara terbatas dan terukur. 

Tahap ini bertujuan menjadikan subsidi lebih adaptif terhadap dinamika biaya 

yang dipengaruhi faktor eksternal tanpa langsung berpindah ke pola mark to 

market secara penuh. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, dapat 

menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait penggunaan harga referensi 

pasar sebagai parameter koreksi terhadap formula subsidi, misalnya melalui 

penerapan reference price band atau kisaran harga acuan untuk komponen biaya 

yang sangat dipengaruhi oleh: 

a) harga gas bumi;  

b) harga bahan baku impor; dan  

c) kurs.  

Pendekatan ini memungkinkan subsidi merespons perubahan harga global secara 

terukur, tanpa memindahkan seluruh volatilitas harga ke APBN. 

4. Penerapan model subsidi hibrida secara selektif dengan pengaman fiskal. 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian patut mencoba model subsidi 

hibrida dimana metode ini merupakan pendekatan yang paling sesuai dengan 

kondisi Indonesia pada saat ini. Model ini menggabungkan jaminan pemulihan 
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biaya wajar bagi BUMN pupuk dengan sensitivitas terbatas terhadap harga 

pasar. Dalam model subsidi hibrida, sebagian komponen subsidi tetap 

didasarkan pada HPP yang telah diaudit dan dibatasi secara ketat, sementara 

sebagian lainnya dikaitkan dengan pergerakan harga referensi pasar untuk 

komponen yang sangat dipengaruhi faktor eksternal. Untuk menghindari gejolak 

fiskal, model ini harus dilengkapi dengan pengaman berupa plafon subsidi, batas 

bawah dan batas atas kompensasi, serta mekanisme penyesuaian HET yang 

terukur. Analisis ilustratif dalam penelitian menunjukkan bahwa penerapan pola 

mark to market secara murni pada tahun 2022 akan meningkatkan kebutuhan 

subsidi secara tajam, sehingga transisi ke arah mekanisme yang lebih sensitif 

terhadap harga pasar harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap dengan 

desain pengaman fiskal yang kuat. 
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Flacso. 

Prasetyo, A., & Muda, I. (2019). It’s True The Effectiveness Of The Fertilizer 

Subsidy Policy And Its Effects On The Income Of The Farmers ? (Case 

In Indonesia). INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & 

TECHNOLOGY RESEARCH, 8(06). www.ijstr.org 

Prasetyo Kementerian Koordinator Perokonomian, R. R., & Afsdy Saksono 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara 

Jakarta, R. N. (2019). PENGARUH SUBSIDI INPUT TERHADAP 

NILAI TUKAR PETANI PADI DI INDONESIA. In Jurnal Good 

Governance (Vol. 16, Issue 2). 

Pribadi, R. (2024) ‘Ternyata Ini Penyebab Daerah Kehabisan Pupuk Subsidi’, 

Bisnis.com, 16 Juli. 

Rahmadhani, N. I. 2024. Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk 

Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten 

Siak. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Program Studi Administrasi Publik.digilib.unri.ac+2 

Sabatier, P. (n.d.). CONCEPTUAL FRAMEWORK THE IMPLEMENTATION 

OF PUBLIC POLICY: A FRAMEWORK OF ANALYSIS*. 

Safo K Allotey, S. (2019). Impact of Fertilizer Subsidy Programme on Maize 

Income in the Northern Region of Ghana. American Journal of 

Biomedical Science & Research, 6(2), 124–130. 

https://doi.org/10.34297/ajbsr.2019.06.001010 

Smith, T. B. (1973). The policy implementation process. Policy Sciences, 4(2), 

197–209. https://doi.org/10.1007/BF01405732 

Suryana, A., Agustian, A., & Ditya Yofa, R. (2016). Policy Alternatives on 

Subsidized Fertilizer Distribution for Food Farmers. 

Susila, W. R. (n.d.). KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK: DITINJAU 

KEMBALI. In Jurnal Litbang Pertanian (Vol. 29, Issue 2). 

Susilowati, S. H. (2018). Urgensi dan Opsi Perubahan Kebijakan Subsidi 

Pupuk. Analisis Kebijakan Pertanian, 14(2), 163. 

https://doi.org/10.21082/akp.v14n2.2016.163-185 



160 
 

USAID. (2011). Laporan Penelitian: Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di 

Indonesia. 

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation 

Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445–

488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404 

Wijayanto, H., & Lestari, O. (2022). Implementasi kebijakan penyaluran 

pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani (Studi kasus pada petani 

nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga 

Jawa Tengah). Journal of Political Issues. 

https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1177/009539977500600404
https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/68

